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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan terhadap anak didik 
pemasyarakatan yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memenuhi 
hak anak didik Pemasyarakatan, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang 
ada selama proses pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I 
Kutoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, 
dengan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan diuraikan cara 
pembinaan yang dilakukan LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memenuhi  hak anak 
didik pemasyarakatan, yang dikaji menurut aspek UU No.11 Tahun 2012 tentang 
Peradilan Anak. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian 
kepustakaan dan  metode wawancara, serta peraturan perUndang-Undangan untuk 
mencari data sekunder sehingga dapat dikaitkan dengan data primer yang 
diperoleh dari penelitian di lapangan. Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pemenuhan hak kepada anak didik 
pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang 
Peradilan Anak. Adapun pada kenyataan, hak anak didik pemasyarakatan tidak 
dapat terpenuhi secara maksimal. Sedangkan kendala yang dijumpai disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu, anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, 
anak didik pemasyarakatan itu sendiri, serta masyarakat. 
 
 





The purpose of the study is to determine the guidance of correctional students 
conducted by Special Children’s Development Institute (LPKA) Class 1 Kutoarjo 
in fulfilling the right of protégé students. And to know what are the constraints 
during the process of fulfilling the right of correctional students in Special 
Children’s Development (LPKA) Class 1 Kutoarjo. The method of this study is 
empirical juridical, with the type of the study using descriptive research, where in 
this research will be described how to guidance is in Special Children’s 
Development (LPKA Class) 1 Kutoarjo in fulfilling the right of correctional 
students, assessed according to Law No. 11 of  2012 on Juvenile Justice. The data 
source of this study using literature research and interview methods, and the rule 
of law to search the secondary data so it can be associated with the primary data 
obtained from the real conditions. The data analysis in this study used qualitative 
analysis. The results of this study showed that, the fulfillment of rights to 
correctional student Law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice. In the fact, right of 
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correctional students can’t be fulfilled maximally. While the obstacles 
encountered are caused by factors; budgets, facilities and infrastructure, human 
resources, prison students themselves, and the community. 
 




Anak merupakan suatu faktor yang penting dari suatu bangsa, dimana anak 
merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa yang 
seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  bahwa: 
“setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang 




Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di 
dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan 
dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal 
tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya 
kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang 




Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak. Tidak jarang 
dijumpai tindak-tindak kriminal yang dilakukan seorang anak, atau remaja, baik 
yang berat maupun ringan.
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Dewasa ini pemerintah telah banyak menyediakan sarana untuk membina 
anak deliquent, yakni Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. Dalam ketentuan,  
hakim tidak berwenang untuk menentukan lamanya masa pendidikan yang harus 
dijalani oleh anak yang bersangkutan. Menurut Pasal 46 KUHP dijelaskan bahwa 
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pendidikan bagi anak tersebut akan diakhiri setelah ia mencapai usia 18 tahun 
dihitung berdasarkan umur yang disebutkan dalam vonis hakim. 
4
 
Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, merekapun harus 
mendapat perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya 
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
Anak-anak wajib dilindungi haknya oleh semua orang. Hal tersebut diatur 
dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:  
hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi, serta 
dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5
 
Tidak terkecuali untuk anak didik pemasyarakatan yang tetap memiliki hak, 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang 
Peradilan Anak, bahwa:  
“Anak yang dimaksudkan ayat (1) (anak yang ditahan di LAPAS) berhak 
memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan 
dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan 
perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. 
Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan pada aspek pembinaan 
terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitas dan reintegrasi 
sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, menegaskan bahwa tujuan dari LAPAS itu sendiri adalah agar 
narapidana menyadari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, serta memperbaiki 




LPKA sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang 
mengemban fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai pola 
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pembinaan yang diterapkan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, 
bahwa Anak Didik Pemasyarakatan, juga tetap merupakan bagian dari anak 
Indonesia yang memiliki potensi untuk memikil tanggung jawab masa depannya. 
Maka, Anak Didik Pemasyarakatan perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun 
sosial. Diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat 
hukum yang memadai, serta peran narapidana yang aktif juga diperlukan agar 
program pembinaan dapat berhasil dengan baik dan lancar.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana model atau cara pembinaan yang di 
berikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo untuk anak 
didik pemasyarakatan menurut prespektif hak anak, serta untuk mengetahui 
kendala yang menghambat pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan, yang 
dijumpai selama proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas I Kutoarjo. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan 
sumber data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder 
berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo 
Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah 
memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri). 
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Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah 
melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Sementara tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Kutoarjo 
meliputi : 
Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung jawab. 
Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, narapidana Warga 




3.2 Model Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I 
Kutoarjo, dalam Prespektif Hak Anak 
Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan 
pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai 
manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak 
hanya sekedar objek, tetapi juga subjek didalam proses pembinaan dengan sasaran 
akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang 
yang baik dan berguna.
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Hak-hak anak nakal (anak didik pemasyarakatan) yang diatur menurut Pasal 
84 ayat 1 dan 2  UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, antara 
lain:  
(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LAPAS  (2) Anak yang dimaksudkan 
ayat (1) berhak memperoleh pelayanan,   perawatan,  pendidikan, dan 
pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.” 
Dan hak lain yang diatur untuk Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 
4 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:  
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Mendapatkan pengurangan masa pidana, Memperoleh Asimilasi, 
Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga, Memperoleh Pembebasan 
Bersyarat, Memperoleh Cuti Menjelang Bebas, Memperoleh Cuti Bersyarat, 
Memperoleh Hak lain sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan 
 
Adapun Pelaksanaan hak-hak yang dimaksud, di LPKA Kelas I Kutoarjo 
adalah sebagai berikut:  
Hak Memperoleh Pelayanan, anak didik pemasyarakatan akan diberi 
pelayanan pertama ketika sampai di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penerimaan pertama 
oleh Seksi Disiplin dan   Pengawasan, diperiksa oleh tim kesehatan, (apakah 
kondisi kesehatan, memungkinkan untuk dibina di LPKA), melakukan 
pendaftaran dan dilayani oleh bagian Administrasi, setelah tahapan terpenuhi, 
anak didik pemasyarakatan akan diberi arahan, tentang apa saja yang harus 
dilakukan, dan kegiatan apa saja yang harus diikuti, serta peraturan yang tidak 
boleh dilanggar. Selama berada di LPKA Kelas I Kutoarjo pelayanan terhadap 
anak didik pemasyarakatan menjadi tanggung jawab LPKA Kelas I Kutoarjo.
10
 
Hak Memperoleh Perawatan, seksi perawatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, 
dikepalai oleh Hananta Basuki,S.H. dengan dibantu oleh Dra.Suminah sebagai 
Kepala Subsi Yan.makanan, Minuman dan Perlengkapan, dan Mulyono,S.H. 
sebagai Kepala Subsi Kesehatan. Kebutuhan anak, mengenai perlengakapan 
mandi, perlengkapan tidur serta makan dan minum akan disediakan oleh petugas 
pelayanan makanan minuman dan perlengkapan. Adapun makanan yang 
diberikan, merupakan makanan yang telah distandarkan oleh KemenKumHam.
11
  
Kesehatan anak didik pemasyarakatan akan menjadi tanggung jawab Kepala 
Subsi Kesehatan yang dibantu oleh 1 orang petugas. Menurut data yang diperoleh 
terakhir tingkat kesehatan anak didik pemasyarakatan dirasa masih kurang dengan 
prosentase sebesar  60%.
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Hak Memperoleh Pendidikan, LPKA Kelas I Kutoarjo juga berupaya 
memenuhi hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapat pendidikan. Dalam 
memperoleh ijazah anak didik pemasyarakatan tidak melakukan sekolah umum, 
melainkan melalui proses sekolah dengan sekolah paket, yang bernama sekolah 
“Tunas Mekar”. Proses KBM sendiri dirasa belum cukup maksimal untuk dapat 
diterima anak didik pemasyarakatan, karena untuk ketepatan waktu proses KBM  
tidak mengikuti jadwal secara pasti, hanya ditentukan oleh pengajar sukarelawan. 
Proses KBM  berlangsung lebih dari 1 jam, namun kurang dari 3 jam, dengan 
waktu yang demikian, hal tersebut dirasa kurang untuk sekolah yang hanya 
dilakukan 3 kali dalam seminggu. 
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Hak memperoleh Pelatihan, Jenis bimbingan dan pelatihan keterampilan 
yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo 
antara lain: Perikanan, Perkebunan, Pertukangan, Melukis, Hand Made (membuat 
sendal, tempat tissue, dll), musik, dan gamelan. Berbeda dengan kegiatan 
pelatihan yang dilakukan narapidana dewasa, dimana narapida dilatih untuk 
bekerja dengan hasil pelatihan ditujukan untuk didistribusikan, yang gunanya agar 
mereka siap kerja kembali dalam dunia masyarakat. Sedangkan, pelatihan anak 
didik pemasyarakatan hanya bertujuan untuk proses belajar semata, dengan 




Hak memperoleh pembimbingan, Pembinaan yang diberikan kepada anak 
didik pemasyarakatan sangat diharapkan bisa mengubah perilaku dan cara pikir 
anak didik pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga 
metode yang digunakan untuk membina anak didik pemasyarakatan di LPKA 
Kelas I Kutoarjo, sangat diharapkan membuat para anak didik pemasyarakatan 
merasa nyaman dan tidak mengganggu kondisi psikis anak. Maka dalam membina 
anak didik pemasyarakatan, para petugas harus membujuk secara pelan agar anak 
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Hak Memperoleh Pendampingan, Di LPKA Kelas I Kutoarjo, anak didik 
pemasyarakatan diberikan seorang pendamping, yang disebut dengan wali anak. 
Ada sebanyak 12 petugas LPKA Kelas I Kutoarjo yang bertugas sebagai 
pendamping atau wali anak dari anak didik pemasyarakatan. Setiap satu orang 
wali anak mewakili 7-10 anak didik pemasyarakatan. Tugas dari wali anak didik 
pemasyarakatan yaitu menggantikan peran sebagai orang tua anak didik 
pemasyarakatan selama anak didik pemasyarakatan melakukan proses pembinaan 
di LPKA, mereka juga berperan sebagai penghubung antara anak didik 
pemasyarakatan dengan orang tua anak didik pemasyarakatan, dan tidak jarang 
wali anak menjadi tempat konsultasi dan curhat anak didik pemasyarakatan. 
Adapun hak lain yang disebutkan dalam perundang-undangan, yaitu  
mendapatkan pengurangan masa pidana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan 
(3) PP 99/2012 atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, di LPKA sendiri hal tersebut selalu diusahakan.  
Selanjutnya  hak memperoleh Asimilasi, hak memperoleh asimilasi akan 
diberikan kepada anak didik pemasyarakatan dengan persyaratan yang telah 
dipenuhi. 
Cuti mengunjungi keluarga hal tersebut dalam peraturan memang telah 
diatur, namun dalam kenyataan tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan 
menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi.
16
 
 Cuti bersyarat juga tidak lagi dapat dilaksanakan atas diberlakukannya 
PerMenKumHam no. 21 Tahun 2016 tentang atas perubahan PerMenKumHam 
No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 
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Cuti Bersyarat, dalam peraturan tersebut, cuti bersyarat hanya diberikan kepada 
narapidana bukan anak didik pemasyarakatan. 
 Cuti menjelang bebas, Seperti halnya cuti mengunjugi keluarga, Cuti 
menjelang Bebas adalah hak Anak Didik Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 
4 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun LPKA 
Kelas I Kutoarjo tidak dapat memberikan hak tersebut, karena ditakutkan 
kemungkinan buruk yang dapat terjadi.
17
 
 Pembebasan bersyarat,  Bambang T.S menyebutkan, bahwa Pembebasan 
Bersyarat dapat diberikan dengan persetjuan dari Kantor Wilayah Hukum dan 
HAM atas nama Menteri Hukum dan HAM, pihak LPKA sendiri selalu 
mengajukan Pembebasan Bersyarat bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Sejauh ini 
ada beberapa yang berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat, dan sebagian 
besar Anak Didik Pemasyarakatan menjalani masa pembinaannya sesuai batas 
waktu yang telah diputuskan.
18
 
3.3 Kendala Dalam Proses Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA 
Kelas I Kutoarjo dalam implementasi Hak-hak Anak 
Kendala dalam proses prmbinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA 
Kelas I Kutoarjo, dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Pertama, faktor yang disebabkan oleh anak didik pemasyarakatan itu 
sendiri, Tingkat kesadaran anak didik pemasyarakatan dalam menjalani 
pembinaan dan kegiatan, dirasa sangatlah kurang, hal ini menyebabkan kurang 
maksimalnya penyampaian ilmu yang seharusnya mereka dapat, bahkan hal 
tersebut juga membuat suatu kegiatan menjadi tidak terlaksana. Selain tingkat 
kesadaran dalam menjalankan kegiatan pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo 
yang kurang, kenakalan dan kemalasan dari anak didik pemasyarakatan juga 
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Kedua, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam 
mengimplementasikan hak-hak anak. Sarana dan prasarana yang dirasa kurang di 
LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain, kurangnya ruang kelas, kurangnya lahan 
untuk kegiatan pelatihan, dan kurangnya fasilitas, antara lain tidak menggunakan 




Ketiga, faktor yang disebabkan oleh sumber daya manusia, kualitas petugas 
LPKA Kelas I Kutoarjo juga menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi 
proses anak didik pemasyarakatan dalam menjalani pembinaan. Masih adanya 
petugas yang datang terlambat dan pulang cepat, menunjukan kurang kedisiplinan 
petugas LPKA tersebut, dan harus segera diperbaiki.
21
 Serta kurangnya para 




Keempat, kendala yang disebabkan oleh faktor masyarakat, karena pada 
kenyataannya, masyarakat Indonesia masih memandang sebelah mata terhadap 
narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan, bahkan setelah anak didik 
pemasyarakatan selesai menjalani masa pembinaanya, cap penjahat seolah tetap 
tidak bisa lepas dari anak tsb.
23
 
Kelima, kendala yang disebabkan oleh kurangnya anggaran, Supriyatno 
menyebutkan, bahwa karena kurangnya biaya, pemenuhan hak anak didik 
pemasyarakatan, dan kebutuhannya tidak bisa diberikan secara maksimal 
dikarenakan kurangnya anggaran, kurangnya anggaran juga menyebabkan 
program-program kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan tahun ini, akhirnya 
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4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Pertama, model atau cara pembinaan anak didik pemasyarakatan di 
LPKA Kelas I Kutoarjo, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 
LPKA Kelas I Kutoarjo dalam melakukan pembinaan serta memenuhi 
hak-hak anak didik pemasyarakatan mengacu pada Undang – Undang 
No.11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan-
peraturan pelaksanaan lain yang dijadikan pedoman dan pelaksaanaan. 
Hak yang telah diberikan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain hak 
memperoleh Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pelatihan, 
Pembimbingan dan Pendampingan, serta Pengurangan Masa Pidana 
(Remisi). Adapun hak yang belum dipenuhi antara lain, Hak untuk 
Memperoleh Asimilasi, Hak untuk Memperoleh Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Hak mendapatkan Cuti Bersyarat, dan Hak mendapatkan Cuti 
Menjelang Bebas. 
Kedua, dalam prakteknya tidak dipungkiri banyak sekali kendala 
untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan. 
Adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, seperti sarana dan prasaranan 
yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya 
dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat 
kesadaran anak didik pemasyarakatan yang masih lemah, dan sikap dari 
masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo juga 
melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang 
muncul dalam proses pembinaan tersebut, walaupun tidak semua kendala 
tersebut dapat teratasi, namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Kutoarjo, tetap berusaha secara maksimal agar pembinaan yang mereka 







Pertama, kepada Pemerintah Pusat lebih memperhatikan LPKA Kelas I 
Kutoarjo, dengan menambah sarana dan prasarana, seperti menambah ruang 
kelas, dan memasang PAM, sehingga kebersihan dan kesehatan anak didik 
pemasyarakatan  dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu menambah sumber daya 
manusia yang dibutuhkan, contohnya dengan ditetapkannya pengajar yang 
profesional (bukan sukarelawan) agar anak didik pemasyarakatan 
mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka tetap dapat bersaing 
dalam dunia pendidikan, ketika mereka sudah keluar nanti. Selain itu, tenaga 
medis dirasa perlu untuk ditambah, karena tenaga medis di LPKA Kelas I 
Kutoarjo hanya 1 orang.  Hal terpenting yang harus diperhatikan pemerintah 
adalah dengan memperhatikan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh anak 
didik pemasyarakatan, karena tanpa adanya anggaran yang cukup pembinaan 
tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pembinaan tidak akan terwujud 
secara maksimal. 
Kedua, dibutuhkan peraturan yang dikhususkan untuk anak didik 
pemasyarakatan mengenai cara pengklasifikasiannya, sehingga dalam 
melakukan klasifikasi, Anak Didik Pemasyarakatan tidak harus mengikuti 
peraturan hasil pilah-pilah, dari peraturan yang sebenarnya diperuntukan 
untuk narapidana dewasa. 
Ketiga, kepada akademisi dan praktisi hukum hendaknya diprogramkan 
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, atau 
mahasiswa hukum terhadap masyarakat, tentang mantan narapidana dan 
mantan anak didik pemasyarakatan, agar masyarakat tidak lagi memandang 
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